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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor P.43/Menhut-II/2014

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN ATAU

PADA HUTAN HAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat
(3), Pasal 100 dan Pasal 119 Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 telah
ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau
pada Hutan Hak, sebagaimana telah beberapa kali
diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2013;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan serta
mempertimbangkan perkembangan kinerja pengelolaan
hutan produksi hutan produksi lestari dan verifikasi
legalitas kayu, maka perlu dilakukan pengaturan
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kembali penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi
lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin
atau pada hutan hak;

c. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan
Hak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4151);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
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telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5512);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4814);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang
Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 124);

12.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

13.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;

14.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta
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Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 56 Tahun 2013;

15.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P
Tahun 2011;

16.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-
II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang
Berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009;

17.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

18.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-
II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang
Berasal dari Hutan Hak (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2012 Nomor 737);

19.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39 tahun 2013
tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui
Kemitraan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 958);

20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-
DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk
Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81/M-
DAG/PER/12/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA
PEMEGANG IZIN ATAU PADA HUTAN HAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:



2014, No.8835

1. Pemegang izin adalah pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-
HTR, IUPHHK-RE, IUPHHK-HKM, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR, IPK,
IUIPHHK, IUI atau TDI, ETPIK Non-Produsen serta TPT.

2. Tempat Penampungan Terdaftar yang selanjutnya disebut TPT adalah
tempat pengumpulan kayu bulat dan/atau kayu olahan yang berasal
dari satu atau beberapa sumber, milik badan usaha atau perorangan
yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut
IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat
kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi
tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang
berwenang.

4. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin usaha
industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi
perusahaan seluruhnya di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

5. Izin Usaha Industri Lanjutan yang selanjutnya disebut IUI Lanjutan
adalah perusahaan pengolahan hasil hutan kayu hilir, dengan produk
antara lain furniture.

6. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah izin usaha
industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi
perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

7. Pemegang hak pengelolaan adalah badan usaha milik negara bidang
kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan
hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani
hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan
dengan alas titel atau hak atas tanah.

9. Industri rumah tangga/pengrajin adalah industri kecil skala rumah
tangga dengan nilai investasi sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta
rupiah) di luar tanah dan bangunan dan/atau memiliki tenaga kerja 1
sampai dengan 4 orang.

10. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan Non-Produsen yang
selanjutnya disingkat ETPIK Non-Produsen adalah perusahaan
perdagangan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan
ekspor produk industri kehutanan.


